SUMBAWA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a

Mengingat : 1.

NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997,
tentang Pgjak Daerah dan Retribus Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah diberi

kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa pemberian izin gangguan diperuntukkan pada lokas tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 1zin

Gangguan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acra Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3338);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara
Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan
Penanaman Moda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Penerbitan
Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-
Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana
Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang
Gangguan (UGG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi diluar
Kawasan Industri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara
Pemberian 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang



Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar
Kawasan Industri;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.

Pegjabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesual

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisas sosia politik atau organisasi yang
sgjenis, lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan lainnya.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retrebus atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kel estarian lingkungan.



7. Retribusi 1zin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas
pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokas tertentu yang
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya
telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan peraturan tentang Retribusi Daerah.

13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi 1zin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokas tertentu yang menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pemberian 1zin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di

lokasi yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.



BAB |11
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi 1zin Gangguan digolongkan sebagal Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan
indeks lokasi/indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang
dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

(3) Indeks Lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

a Kawasan Industri (Indeks 1)
b. Kawasan Perdagangan (Indeks 2)
c. Kawasan Pariwisata (Indeks 3)

d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Indeks 4)

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyel enggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran
ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan

dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.



(2) Besarnyatarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Luas < 1000 M? Rp. 390.000,-
- Luas 1000 M? s/d 2000 M? Rp. 425.000,-
- Luas 2001 M?</d 4000 M? Rp. 450.000,-
- Luas > 4000 M? Rp. 475.000,-

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9
(1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1).
(2) Dikecualikan dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha-usaha
tertentu yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIlI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat [zin Tempat Usaha diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

(1) MasaRetribusi Izin Tempat Usaha di kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan
pariwisata adal ah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

(2) Masa Retribusi 1zin Tempat Usaha di kawasan perumahan dan pemukiman adalah jangka
waktu yang lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wagjib Retribus tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
dikenakan sanks administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setigp bulan dari
besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIlI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi  yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sgak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepaa
Daerah.

BAB XllI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Setelah 7 (tujuh) hari sgak jatuh tempo pembayaran, pejabat yang ditunjuk dapat
mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pel aksanaan penagihan Retribusi.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain
yang sgenis sebagamana dimaksud pada ayat (1), waib Retribus harus melunasi
Retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17
(1) KepaaDaerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antaralain, untuk mengangsur.



(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada
masyarakat/Wgjib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung segak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wgjib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; dan atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 19
(1) Pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau |aporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengena orang pribadi atau Badan

tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Dagerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Dagerah;

e. melakukan penggel edahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana
di bidang Retribusi Daerah.

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf €;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
I.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau sakgi;
J.  menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di
Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
(1) Wajib Retribus yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh jutarupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-ha yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengena
pel aksanaannya akan diatur |ebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.



Ditetapkan di Taliwang
padatanggal 8 Oktober 2005

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd.

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang

padatangga 8 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd.

M. HASBY AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 15
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Sesuai semangat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah
diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menjadi
sdlah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menyelenggarakan Otonomi
Daerah.

Pgak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kemudian diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgjak Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pada
Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang jenis retribusi perizinan tertentu, salah satunya adalah
Retribusi 1zin Gangguan. Retribusi 1zin Gangguan merupakan pemberian Izin Tempat
UsahalK egiatan kepada orang atau badan di lokasi tertentu.

Mengingat fungs utama perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan maka pada dasarnya pemberian izin oleh
Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi ketertiban dan kepentingan umum.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 1zin Gangguan didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
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Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 15
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